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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini ditatarbelakangt ofel perbuatam yamg hertemtangan
dengan Undang-Undang yang dilakukan olelr salah satwo pihalk swasta yafton
tindak pidana kerupsi. Pernrasalalian vang diamglkat peonulis adalah
menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalazm menjatuwhlcan
putusan terhadap pelaku dan pertanggungjawslan pidana terhadap pelaks
tindak pidana korupsi oleli swasta pada pemubanguman jalen Atwng Bungse
Kota Pagar Alam. (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sws-
TPK/2018/PN.Plg) ditinjau dari pemidanaan, metode penclitian yangs
digunakan adalah jenis penelitian hukwem normatif. Dabem bk et b an
putusannya hakim memperhatikan aspek vuridis dan non yuridis yang mans
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasel 2 avar (i) Jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 ‘FTahun 1999 tentang Pemberancasan
Tindak Pidana Korupsi sebapgaimana teiah divbah dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001. Davi penulisan ini penulis menarik kesimpulan babhwwa
dalam menjatuhkan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan
dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan sanksi.
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Korupsi oleh
swasta pada pembangunan jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam. Ditinjau dari
pemidanaan telah didasarkan pada tcori gabungan yang mana mendasarkan
pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hukum pidana memiliki makna kesatuan yang berisikan aturan yang
berkaitan dengan sesuatu yang hal apa saja yang dikekang oleh aturan dan apa saja
yang dibebaskan untuk bertindak. Jika menelusuri lebih lanjut, hukum pidana dibagi
ke dalam 2 macam hukum yang berlaku yang mana adalah hukum pidana dalam
tertuang dalam KUHP dan diluar KUHP.! Di negara kita Indonesia tindak pidana
diluar KUHP sering terjadi bahkan menjadi kejahatan yang dapat dibilang menjadi

simbol dari Indonesia itu sendiri dan apalagi kalau bukan korupsi.

Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Sebuah situasi atas
praktik korupsi yang tergambarkan pada permukaan tidak sebanding dengan akibat
yang ditimbulkan, maka sesungguhnya kondisi yang tampak di bawah permukaan
jauh lebih kronis dan kompleks dari apa yang ditampilkan di atas permukaan, dengan
kata lain praktik korupsi menimbulkan efek domino atas sektor kehidupan manusia

secara keseluruhan karena korupsi akan mengarah pada kepentingan orang banyak

! Rodliyah dan Salim HS. “Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya”. PT.
Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, him. 1.

1



yang haknya diciderai oleh koruptor, melihat kondisi ini maka korupsi dapat

dikatakan sebagai perbuatan jahat dan rakus.?

Korupsi memiliki makna sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan
kekuasaan untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok. Jika disimpulkan
korupsi ini dapat diartikan sebagai ketidakpedulian terhadap standar perilaku dari

pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi suatu kepentingan.®

Banyak ikhtiar dari pemerintah demi mengurangi terciptanya kejahatan
seperti korupsi namun tidak berhasil dan angka terjadinya korupsi di indonesia
masih tinggi. Jika upaya yang dilakukan pemerintah tidak berhasil maka akan sulit
untuk indonesia menjadi negara maju yang salah satunya adalah masyarakat yang

makmur, bukan masyarakat yang sengsara akibat perilaku koruptor.*

Belakangan ini korupsi mulai ramai terdengar mulai dari kasus baru sampai
kasus lama yang kembali di angkat. Korupsi selalu menjadi masalah serius bagi
masyarakat sehingga menimbulkan pandangan yang negatif bagi bangsa dan negara

dalam hubungan antar negara tetangga. Banyak usaha yang mungkin atau sudah

2 Isma Nurillah, Nashriana. “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian
Uang”, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26 No. 2, 2019, him. 208.

3 Jawade Hafidz Arsyad. “Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)”,
Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 5-6.

4 Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh. “Figih korupsi amanah dan Kekuasaan”,
Mataram, Solidaritas Masyarakat Transparansi, NTB. 2003. him. 23.



ditempuh guna memberantas korupsi bersamaan dengan modernnya cara untuk

melakukannya.®

Sejauh ini korupsi menitikberatkan kepada perilaku yang dirahasiakan dan
dilarang guna memperoleh hasil yang lebih untuk kepentingan individu itu sendiri
atau mungkin untuk orang lain. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang pelakunya
menyalahgunakan kekuasaannya guna diri sendiri.® korupsi adalah salah satu
tingkah laku yang seringkali disebabkan oleh yang berkuasa, yang dimana tidak
hanya dilakukan oleh pemimpin yang menjalankan pemerintahan, melainkan seperti
lembaga swasta.” Tindak pidana Korupsi yang mengkategorikan tindak pidana
menjadi siapa saja yang melawan hukum, memiliki tingkah laku untuk memperkaya
individu itu atau pun orang yang mendukungnya yang berindikasi merugikan
keadaan keuangan negara.® Jika kita mengutip dari Undang-Undang Kkorupsi,
korupsi bermakna negatif yang sangat bertentangan dengan hukum dan berakibat

buruk bagi perekonomian negara.®

Badan yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyelidikan serta
penuntutan suatu perkara korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri secara sendiri/ independen. Maksud

5 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. “Strategi Pencegahan dan
Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”. PT Refika Aditama. Bandung. 2009. him. 1.

¢ 1bid. him. 2.

" Rodliyah dan Salim HS. Op.Cit. him. 23.

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dalam lembaran negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 138.

® Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tambahan lembaran negara
Republik Indonesia No. 4150.



independen disini adalah bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya tidak memihak
lembaga atau orang manapun. Tujuan dibentuknya KPK sendiri adalah untuk

mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan negara.°

Pelaku korupsi wajib mendapatkan hukumannya juga bertanggung jawab atas
apa yang diperbuatnya. Jika berkata berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana,
maka bersangkutan juga mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika
mengutip dari George P. Fletcher yang mengatakan bahwa kita tidak dapat menduga
bahwa orang yang melakukan pidana itu pasti dapat kita jatuhkan pidana karena
harus melihat kembali dari sisi pelaku tersebut apakah orang yang kita minta
pertanggungjawaban itu sesuai dengan syarat pidana dan sebaliknya apabila
seseorang dapat dijatuhi pidana, maka dapat dipastikan orang tersebut melakukan

tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.*

korupsi sering kali menyangkut penguasa negara yang memegang kekuasaan.
Namun tidak hanya pejabat negara yang dapat melakukan tindak pidana korupsi,
bahkan ruang lingkup swasta pun dapat merugikan keuangan negara, yang salah
satu contohnya adalah perkara yang akan penulis bahas pada karya ilmiah ini. Hal
ini bisa kita lihat melalui kasus korupsi dengan terdakwa Muhamad Teguh bin
Somad selaku Direktur PT. Baniah Rahmat Utama, bersama-sama dengan Teddi

Juniastanto, S.T Bin Sartoni Gunawan (perkaranya sudah diputus terlebih dahulu

10 Rodliyah dan Salim HS. Op.Cit. him. 43.
11 Eddy O.S Hiariej. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”. Cetakan Kedua, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta, 2017, him. 154.



dan sudah berkekuatan hukum tetap), Muhammad Arif Kusuma Yudha Bin Harun
Alrasyid yang ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:
SK/03/11/2018/Kor/Ditreskrimsus dan Drs. Syaiful Anwar Bin M.Daud yang
ditetapkan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:
SK/04/11/2018/Kor/Ditreskrimsus yang dimana perbuatan terdakwa mengakibatkan
kerugian sebesar Rp. 5.364.988.226,01 (Lima milyar tiga ratus enam puluh enam

rupiah satu sen).!?

Penuntut umum yang mana dalam perkara ini memberikan dakwaan subsidair.
Berdasarkan Putusan hakim yang menyatakan bahwasanya terdakwa Muhammad
Teguh bin Somad Terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang
telah didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum yang melanggar pasal

yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”®

2 pytusan PN Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK.2018/PN.Plg. dengan perkara tindak
pidana korupsi oleh swasta pada pembangunan jalan atung bungsu kota Pagar Alam.
13 1bid.



Dari yang sudah dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa dijatuhkan oleh
hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan hakim memberikan
pidana denda terhadap Terdakwa Muhamad Teguh bin Somad sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta
memberikan hukuman kepada terdakwa dengan membayar uang pengganti atas

kerugian negara yang ditimbulkan terdakwa.*

Alasan penulis mengamati kasus ini karena Dalam putusan tersebut, terdakwa
hanya dijatuhkan hukuman yang dapat dibilang sangat ringan yaitu hanya 4 (empat)
tahun yang dimana menurut penulis hukuman tersebut sangat singkat dari yang
dituntut mengingat kerugian negara yang ditimbulkan terdakwa sangat besar.
Penuntut Umum menuntut perbuatan terdakwa dan memohon untuk dijatuhkan
pidana terhadap terdakwa Muhamad Teguh Bin Somad sesuai dengan apa yang
sudah dituntut oleh penuntut umum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Korupsi
menyatakan pidana penjara bagi koruptor paling singkat 4 (empat) tahun dan
maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara sedangkan yang diputus oleh hakim hanya
hukuman yang diputus oleh hakim hanya 4 tahun penjara. Berdasarkan adanya
kasus ini, penulis ingin menjadikan karya ilmiah ini dengan judul

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh

Swasta Pada Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagaralam”

B. Rumusan Masalah

14 1bid.



Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah :

1. Apa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan
Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam putusan PN Palembang Nomor

24/Pid.sus-TPK/2018/PN.Plg ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi
Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam putusan PN

Palembang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PIg.

C. Tujuan Penelitian

Jika melihat dari yang sudah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa

tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi
pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam Putusan PN Palembang

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PlIg.

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi
Pembangunan Jalan Atung Bungsu Kota Pagar Alam dalam Putusan PN Palembang

Nomro 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

D. Manfaat Penelitian



Jika melihat apa yang sudah disampaikan, diharapkan pembuatan skripsi ini
dapat digunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi ilmu di masa yang dimana

bertujuan untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai hukum

pidana yang khususnya adalah korupsi.

2. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk memberikan kepada setiap orang agar dapat

menambah pengetahuan dan informasi mengenai karya ilmiah ini
E. Kerangka Teori
1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki posisi yang paling tinggi dalam suatu persidangan. Dalam
suatu persidangan putusan hakim adalah salah satu perbuatan yang memiliki
kepastian hukum. Namun putusan hakim ini juga harus cermat dan tidak
memberatkan salah satu pihak. Apabila hakim tidak cermat dalam memutus perkara
maka putusan hakim tadi dapat dibatalkan Pengadilan Tinggi atau yang lebih tinggi

adalah Mahkamah Agung.®®

15 Mukti Arto. “Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilan Agama”, Cetakan kelima, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2004, him. 140.



Dalam pendapatnya Mackenzie mengemukakan bahwa hakim pada
hakekatnya memiliki kuasa untuk menggunakan teori yang ada untuk dapat
dijadikan acuan dalam mengadili suatu perkara. Ada yang dapat digunakan hakim

untuk menjadikan pertimbangan dalam mengadili, yaitu :

a. Teori Keseimbangan

Teori yang melihat kesebandingan antara segala sesuatu yang perlu dan
berpatokan dengan aturan yang ada. Hal ini juga berjalinan dengan
ditentukan oleh undang-undang dan juga mengenai kebutuhan golongan
atau pihak-pihak yang bersinggungan dengan kejadian atau persoalan

yang terjadi.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pada hakekatnya hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan.
Pada saat penjatuhan putusan, hakim harus dapat menyeleraskan dengan
situasi yang ada dan sebagaimana adanya bagi semua pelaku tindak

pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pada Teori ini mewajibkan merangkaikan penjatuhan pidana patut atau
selayaknya dilakukan secara terpadu atau tertata secara rapi serta telaten

menjaga ketetapan dari putusan yang diberikan hakim.
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d. Teori Pendekatan Pengalaman

Dalam seumur hidupnya bekerja, hakim pasti memiliki pengalaman untuk
mengetahui pengaruh/dampak apa saja yang mungkin akan terjadi akibat
dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu kejadian yang bersangkutan
dengan eksekutor pidana, korban atau objek dari pidana dan publik dan

tidak kesulitan dengan persoalan yang pernah dialami.
e. Teori Ratio Decidendi

Mempertimbangkam aspek yang berkaitan dengan perkara yang hadapi
serta berusaha untuk melihat undang-undang atau aturan yang berkaitan
dengan perkara yang dihadapi dan digunakan sebagai dasar dalam

menjatuhkan putusan.®
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut hukum positif kita tidak ada pidana tanpa kesalahan atau Igeen starf
zonder schuld atau actus reus mens rea (Latin). Maksudnya adalah pokok-pokok
mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat kita temui dalam undang-undang
manapun. Van Hamel mengemukakan pendapatnya bahwa Pertanggungjawaban
merupakan keadaan yang membawa kesadaran untuk mengerti hikmah dan
konsekuensi atau reaksi dari ulah sendiri serta mampu untuk menentukan kehendak

berbuat. Simons mengemukakan bahwa dasar dari tanggung jawab itu adalah keadaan

16 Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him. 105-112.
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jasmani atau rohani seseorang serta hubungan antara keadaan psikis dengan

perbuatan yang ia lakukan.’

Jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh salah satu pihak, maka perbuatan
itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh orang lain melainkan harus
dipertanggungjawabakan oleh orang yang melakukannya. Oleh karena itu
Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Pemberatan, peringanan, serta
penghapus pidana hanya diberlakukan bagi eksekutor yang menunaikan tindak pidana
itu sendiri. Hal ini KUHP yang menjadi pokok dari hukum pidana itu sendiri begitu
juga Pasal 103 KUHP yang mengatur pidana diluar KUHP termasuk Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi.®
3. Teori Pembuktian

Teori ini bermaksud untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Pembuktian
sangat berperan penting terhadap unsur-unsur yang diperkarakan dalam persidangan.
Tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran sejati dan peristiwa itu harus

nyata.®

17 Eddy O.S Hiariej. Op.Cit. hlm. 155-156.

18 Rb Budi Prastowo. “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan
Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum, Vol. 24, No. 3, 2006,
him. 224.

19 Andy Sofyan. “Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ”, Rangkang Education, Yogyakarta
2013, him. 231.
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Seperti yang diungkapkan Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian ini
memiliki makna untuk menyatakan kebenaran sehingga peristiwa ini dapat diterima

oleh pikiran. Dalam hukum acara pidana, tahapan dalam mencari kebenaran yaitu :
a. Penyidikan;
b. Penuntutan;
c. Pemeriksaan di persidangan;
d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan.

Maka dari itu guna pembuktian ini hanya sebagai salah satu fase atau prosedur

yang harus ada dalam hukum acara pidana.?°
F. Ruang Lingkup

Cakupan yang dilakukan dalam penulisan dan penelitian ini dimaksudkan
agar pembahasan yang dibuat menjadi jelas, tersusun dan tidak bertele-tele dan
menyalahi dari titel dan persoalan yang sudah ditetapkan. Dalam pendalaman ini
penulis menekankan ke dalam dua permasalahan, yang pertama pertimbangan
hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Atung Bungsu
Dinas Pekerjaan Umum kota Pagar Alam (Studi Putusan PN Palembang Nomor
24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PIlg dan yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan Atung Bungsu Dinas

20 Martiman Prodjohamidjojo. “Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti ”, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983, him. 12.
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Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam (Studi Putusan PN Palembang Nomor

24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.PIg bila ditinjau dari tujuan pemidanaan
G. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah :
1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai untuk mendukung penelitian ini guna penulis
berhasil dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian
ini menekankan pada hal yang berkaitan dengan Undang-Undang dan hukum
yang ada dalam masyarakat serta putusan pengadilan yang sudah diputus atau In
Kracht Van Gewijsde. Jenis penelitian ini mendapatkan atau mengumpulkan
sumber-sumber dari bahan-bahan pustaka maupun data sekunder dan meneliti

data-data yang sudah dikumpulkan.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa penelitian ini
dilakukan dengan melihat bahan-bahan pustaka maupun data sekunder dan
meneliti sumber-sumber tadi yang sudah dikumpulkan sehingga sumber yang
sudah dikumpulkan itu dapat menjadi dasar dalam karya ilmiah serta menyangkut
dengan hal-hal yang diteliti?* serta menganalisis dan mengkaji putusan hakim

guna mendapatkan pemahaman mengenai apa maksud dari putusan tersebut.

21 Sperjono Soekanto,Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)”,
Rajawali Pers, 2001, Jakarta, him. 13-14.
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2. Sumber Data / Sumber Bahan Hukum

Dalam membantu merangkai penulisan karya ilmiah ini, adapun pedoman

yang dapat dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan pedoman utama dalam pembuatan karya
ilmiah. Dalam sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan

hakim.%

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber sekunder merupakan pedoman kedua dalam pembuatan karya
ilmiah ini. Dalam sumber hukum ini bertujuan untuk mendukung
penggunaan sumber hukum primer seperti rancangan Undang-Undang

atau media massa seperti buku, majalah dan sebagainya.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier merupakan pedoman yang berisikan hubungan
dengan sumber hukum primer dan sekunder. Penggunaan sumber hukum
ini bertujuan untuk mendukung sumber hukum primer dan sekunder untuk
memperkuat sumber tersebut. Contoh dari sumber hukum tersier adalah

Kamus, Koran, segala dokumen yang berisi keterangan yang berkaitan

22 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”, Prenadamedia Group, 2014,
Jakarta, him. 181.
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dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier termasuk bahan
pendukung dalam penyusunan skripsi yang contohnya adalah Kamus

Hukum, Ensiklopedi, artikel dan Literatur Hukum.
3. Pengumpulan Data / Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan data yang pembagiannya adalah :
a. Studi Kepustakaan

Maksudnya adalah keterangan yang benar dan nyata dan didapat
berdasarkan hasil dari data yang sudah dikumpulkan yang kemudian data
yang sudah dikumpulkan tadi harus dicermati dan dibuat kesimpulan
berdasarkan data yang ada. Studi kepustakaan ini bertujuan atau

bermaksud untuk menyelesaikan persoalan atau urusan yang ada.

Metode yang penulis pakai dalam perangkaian karya ini adalah dengan
memahami isi dari Undang-Undang serta mengutip dari bahan bacaan
yang sudah penulis kumpulkan yang bersinggungan dengan apa yang akan

penulis bahas dalam karya ini.
4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah diperoleh, maka akan digunakan metode
analisis secara kualitatif yaitu menggambarkan bukti nyata yang didasarkan

atas penelitian yang dimana data yang sudah dikumpulkan tadi disusun secara
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terstruktur dan disatukan sehingga penulis dalam mengambil kesimpulan

dalam pembuatan karya ilmiah ini.?®
5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan karya ilmiah ini adalah
metode deduktif. Metode ini adalah salah satu cara untuk menyimpulkan
karya ilmiah ini dengan cara menarik kesimpulan mulai dari pertanyaan

umum hingga khusus dan menggunakan pemikiran berdasarkan akal sehat.?*

23 Bambang Waluyo. “Penelitian Hukum dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him.
23.

24 Bahder Johan Nasution. “Metode Penelitian Ilmu Hukum”, CV. Mandar Maju, Bandung,
2008, him. 37.
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